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Ringkasan:

Fondasi Dasar

Dalam sistem Democratic Constitutional State (DCS), Konstitusi
menjadi fondasi dasar dalam setiap keputusan dan tindakan yang
diambil melalui proses yang demokratis.

Perlindungan Konstitusi

Tujuan bernegara dan jaminan konstitusional terdapat di dalam UUD
NRI Tahun 1945 dengan menempatkan keselamatan dan
kesejahteraan sebagai unsur utamanya

Good COVID-19 Governance (GCG)

Peraturan, kebijakan, dan tindakan yang dibuat/dilakukan di masa
pandemi Covid-19 hendaknya juga menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola situasi darurat yang baik (good emergency situation
governance) atau disebut Good Covid-19 Governance

Peran Pengadilan

Perlunya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan
pemeriksaan perkara, khususnya di tengah pandemi



Dampak Pandemi AT

Kesehatan Sosial Ekonomi Keuangan

Penyebaran COVID-19 yang Terhentinya aktivitas sosial- Kinerja ekonomi menurun tajam Terjadi volatilitas dan gejolak
mudah, cepat, dan luas ekonomi yang menyerap tenaga hingga terjadi resesi ekonomi dan sektor keuangan serta turunnya
mengakibatkan terjadinya Krisis kerja di berbagai sektor, rantai suplai global terdisrupsi investor confidence
dan Darurat Kesehatan khususnya sektor UMKM seketika

Politik dan Hukum
636,154 94,922

521,984 19,248

SEMBUH MENINGGAL Pemilihan Kepala Daerah Sempat

82.1% dari Terkonfirmasi 3.0% dari Terkonfirmasi ditunda dan d”aksanaka.n di
tengah terjadinya pandemi serta

sebagian proses persidangan di
pengadilan menjadi terhambat

TERKONFIRMASI KASUS AKTIF
+6,725 Kasus 14.9% dari Terkonfirmasi

Sumber: covid19.go.id (16 Desember 2020)



Democratic Constitutional State

Karakteristik &
Prinsip Utama

Aturan Mayoritas dan Hak
Minoritas (Majority Rule
and Minority Rights)

Pemerintahan Terbatas
(Limited Government)

Pemisahaan dan pembagian
kekuasaan (separated and shared
powers)

Saling menjaga dan mengimbangi
(checks and balances)

Proses hukum (due process of
law)

Suksesi kepemimpinan melalui
Pemilu (leadership succession
through elections)

COVID-19

Nilai- Nilai
Fundamental

Kebebasan Berpikiran dan
Berekspresi (Freedom of
Conscience and Expression)

Privasi dan Masyarakat Sipil
(Privacy and Civil Society)

Keadilan
(Distributive, Corrective, and
Procedural Justice)

Kesetaraan
(Political, Economic, and Equality
before the law/Equal justice under
law)

Keterbukaan (Openness)




Tujuan Negara

COVID-19

Melindungi segenap bangsa

PembUkaan Indonesia dan seluruh tumpah darah
UuUD 1945 TiEfomesie Kemerdekaan

Alinea ke-4 » » Perdamaian abadi

Pembentukan Pemerintah Negara K eadil Sosial
Indonesia bertujuan untuk: Ikut melaksanakan ketertiban dunia €adllan -0sla

Memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa




Jaminan Konstitusional COVID-19

Antara Lain:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28A

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan

Pasal 28H ayat (1)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak

Pasal 34 ayat (3)

\Negara bertanggung jawab atas penyediaan
Pasal 28I ayat (4) fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak




Perlindungan Konstitusi

COVID-19
Keselamatan & Salus Populi Supreme Lex
Kesejanteraan Keselamatan rakyat (
Menyelamatkan bangsa merupakan hu_kum
Indonesia dari dampak tertinggi

Pandemi dengan tetap
menjaga kesejahteraan
umum
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Alur Perlindungan Hak Konstitusional

Instrument

Waarborg

Konstitusi / UUD 1945

Salus Populi
Supreme Lex

K.P.K

Prinsip Dasar Kemerdekaan, Perdamaian
Abadi, Keadilan Sosial

/ Masyarakat yang sehat,
Masyarakat

dan Dunia 4

dan Dunia usaha yang maju
Usaha

Masyarakat yang kuat sosial-ekonomi,

COVID-19




Mission Driven COVID-19

Kebijakan Pemerintah
dalam Penanganan Covid-19 dan Prioritas
Anggaran Negara Rp 695 Triliun

Memastikan
perlindungan dan Jaring
Pengaman Sosial untuk
masyarakat rentan.

Perlindungan
terhadap dunia

usaha. Menjamin

kesehatan dan
keselamatan
masyarakat,
termasuk

A tenaga medis.




Good Covid-19 Governance (GCG)

COVID-19

Good Emergency Situation Governance/Good
—— Covid-19 Governance

6  Declaration/Notification Non discrimination

. « Transparent  Non excessive powers
* Proportional * Motivation and goals

 Necessary  Accountable

Penggunaan di masa pandemi
Covid-19 dan keadaan genting/darurat lainnya dibenarkan secara hukum, moral ‘

dan constitutional. Namun, emergency and discretionary power tidak boleh Z
digunakan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di masyarakat Nz

( )




Peran Pengadilan

COVID-19

“Justice should not
only be done, but
should manifestly and
undoubtedly be seen
to be done”

- Lord Hewart, R v Sussex
ex parte McCarthy (1924)




Persidangan MK di Tengah Pandemi

COVID-19

Permohonan » SIMPEL: Sistem Permohonan Online

K Online
/
/
/
/
/
/! id » . Video Conferencing
/.- Persidangan - Zoom platform
- Online
\ \\\\
\ ~ )
' e * Website MK
" « Kanal Youtube: Mahkamah
" Konstitusi RI

“Atrial is a public event. What transpires
in the courtroom is public property”

~ M. Ray Doubles (1965)

Akses berkas 7 ° Permohonan

ersidangan * Risalah Sidang
’ J ¢ Putusan

e |khtisar Putusan



Penanganan pandemi dan proses
pemulihannya harus tetap memperhatikan
perlindungan hak-hak konstitusional warga
negara yang telah dijamin di dalam UUD
NRI Tahun 1945 dengan menjalankan
prinsip-prinsip Democratic Constitutional
State (DCS) Indonesia dan Good COVID-19
Governance (GCG)




TERIMA KASIH

guntur@mekri.id
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